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ABSTRAK 

Praktik kawin kontrak secara substantif bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan 

yang berlaku di Indonesia. Hal ini tidak sejalan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 

yang mensyaratkan pencatatan setiap perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat 

(2). Oleh karena itu, kawin kontrak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap 

hukum perkawinan yang ada.Penelitian ini bersifat Kualitatif, spesifikasi dalam penilitian ini 

adalah deskriptif analisis.Penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis 

normatif. Penelitian normatif diambil sebagai pendekatan utama dalam penelitian ini 

dikarenakan yang menjadi pehatian utama merupakan ketentuan perundang-undangan yang 

mengatur terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dengan modus kawin kontrak 

di Cisarua Kabupaten Bogor.Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan modus 

kawin kontrak telah menjadi isu yang semakin serius di Indonesia, terutama di daerah-daerah 

wisata seperti Cisarua, Kabupaten Bogor. Praktik ini tidak hanya merugikan perempuan yang 

terlibat, tetapi juga melanggar hak asasi manusia secara mendasar. Penegakan hukum yang 

efektif sangat penting untuk menangani masalah ini, mengingat banyaknya perempuan yang 

terjebak dalam situasi eksploitasi di balik janji pernikahan yang tidak bermakna.Perlindungan 

korban dalam hukum sangat penting dan sesuai dengan UU No. 21/2007, yang mengharuskan 

penyediaan rehabilitasi dan reintegrasi bagi korban TPPO. Proses ini membantu korban 

kembali ke masyarakat dengan dukungan yang diperlukan, termasuk pendidikan dan 

pelatihan keterampilan. 

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Kawin Kontrak, TPPO 
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PENDAHULUAN  

Salah satu jenis kejahatan yang semakin marak belakangan ini adalah 

perdagangan manusia, yang umum dikenal dengan istilah human trafficking. Tindak 

pidana ini terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia. Perdagangan manusia 

mencerminkan tindakan yang sangat brutal dan melanggar hak asasi manusia serta 

nilai-nilai kemanusiaan. Selain itu, kejahatan ini termasuk dalam kategori kejahatan 

terorganisir, di mana terdapat individu yang berperan sebagai penjual di lapangan 

dan pihak lain yang berfungsi sebagai pembeli atau penerima.  

Perdagangan orang (tracfficking) telah berkembang menjadi jaringan kejahatan 

yang terorganisir dan menjadi bisnis yang semakin berkembang di dalam dan di luar 

negeri. Ini menimbulkan ancaman terhadap masyarakat, negara, dan standar 

kehidupan yang bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Protokol Palrmo 

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menggambarkan perdagangan orang terhadap 

manusia, terutama perempuan dan anak, sebagai berikut: perekrutan, pengiriman, 

pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman atau 

penggunaan kekerasan atau bentuk bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, 

penipuan, kebohongan, atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan; atau 

memberikan atau menerima pembayaran yang disepakati untuk tindakan tersebut.  

Tindak pidana perdagangan orang, terutama yang menargetkan perempuan 

dan anak, telah berkembang pesat dalam bentuk jaringan kejahatan baik yang 

terorganisir maupun tidak terorganisir. Tindak pidana ini melibatkan individu, 

korporasi, serta penyelenggara negara yang menyalahgunakan wewenang dan 

ke .kuasaannya. Jaringan pe .laku pe .rdagangan orang me .miliki cakupan ope .rasional 

yang luas, me .ncakup baik antarwilayah di dalam ne.ge .ri maupun inte.rnasional.  

Undang-undang yang me .ngatur te.ntang ini adalah Undang-undang Nomor 21 

Tahun 2007 te .ntang Pe .mbe .rantasan Tindak Pidana Pe .rdagangan Orang (yang 

se .lanjutnya disingkat UU PTPPO). Be.rdasarkan UU PTPPO “Korban adalah 
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se .se .orang yang me .ngalami pe.nde.ritaan psikis, me.ntal, fisik, se.ksual, e .konomi, 

dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana pe.rdagangan orang”. Pe.rlindungan 

te.rhadap korban amat sangat pe .nting kare .na manusia se .bagai makhluk sosial baik 

pe .rorangan maupun ke.lompok dapat me.njadi korban. Pe.rlindungan hukum 

te.rhadap korban ke .jahatan se.cara umum dapat diwujudkan dalam be.rbagai be.ntuk 

se .pe .rti pe.mbe .rian re.stitusi dan kompe .nsasi, konse .ling, pe.layanan/ bantuan me.dis, 

bantuan hukum, pe .mbe .rian informasi. 

Fakta dan bukti di lapangan menunjukkan bahwa perempuan dan anak adalah 

yang paling sering menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Korban tidak 

hanya diperdagangkan untuk pelacuran atau bentuk ekpolitasi seksual lainnya; 

mereka juga diperdagangkan dalam bentuk eksploitasi lain, seperti kerja paksa atau 

pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik perbudakan serupa. Dalam tindak pidana 

perdagangan orang, pelaku melakukan perekrutan, pegangkutan, pemindahan, 

penampungan, dan pengiriman untuk tujuan menjebak, menjerumuskan, atau 

memamfaatkan seseorang dalam praktik ekploitasi dengan segala bentuk ancaman 

kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penjeratan 

utang, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi bayaran atau 

mamfaat dengan persetujuan dari orang yang memegang kendali atau posisi yang 

rentan. 

Prostitusi dianggap sebagai patologi sosial karena merupakan pelanggaran 

hukum. Dalam prostitusi, tindakan yang dilakukan seseorang atau kelompok 

bertentangan dengan norma-norma ke .hidupan masyarakat dan hukum formal. 

Pihak—Hukum pidana Indone.sia dapat me.nje .rat pihak yang te.rlibat dalam kasus 

pelacuran. Memang, KUHP tidak secara eksplisit menyebutkan sanksi pidana bagi 

para pelaku prostitusi, tetapi Pasal 296 KUHP menyatakan bahwa: “Barang siapa 

dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain, 

dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan 

pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak 
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lima belas ribu rupiah.” Para pihak yang menjadi penyedia pelacur, juga bisa dikenai 

pidana berdasarkan UU No 21 Tahun 2007 tentang Peberatasan Tindak Pidana 

Perdagangan Orang atau yang biasa disebut dengan istilah trafiking. Namun 

demikian, dalam hal UU No 21/2007 ini, posisi si perempuan harus sebagai korban. 

Saat ini modus operandi perdagangan orang telah berkembang ke ranah 

perkawinan kontrak yang bersifat sirih. Dapat dikatakan perkawinan kontrak ini 

sama halnya dengan prostitusi secara “islami” namun pada kenyataannya tetaplah 

prostitusi. Prostitusi jenis ini banyak ditemukan di kawasan cisarua bogor. 

Masyarakat umum sudah lama mengetahui fakta bahwa banyak orang Arab yang 

mengunjungi Cisarua, Kabupaten Bogor, atau tepatnya di daerah Puncak Jawa Barat. 

Mereka biasanya datang untuk berwisata, tetapi beberapa di antara mereka juga 

memulai bisnis di sana. Di satu sisi, ekonomi lokal telah menjadi lebih baik karena 

kedatangan wisatawan Arab. Namun demikian, beberapa fenomena sosial yang 

dikeluhkan masyarakat muncul, seperti kawin kontrak dan prostitusi di balik wisata, 

menurut beberapa penelitian.Karena tidak memenuhi syarat dan syarat nikah secara 

hukum agama maupun perundang-undangan, kawin kontrak dianggap sebagai 

prostitusi terselubung, menurut beberapa penelitian. 

Fenomena banyaknya wisatawan Arab di Cisarua, Kabupaten Bogor, khususnya 

di kawasan Puncak, sudah lama dikenal oleh masyarakat. Umumnya, mereka datang 

untuk berlibur, namun sebagian juga membuka usaha di daerah tersebut. Kehadiran 

para wisatawan ini, di satu sisi, berdampak positif dengan meningkatkan 

perekonomian lokal. Namun, di sisi lain, beberapa kajian menunjukkan adanya 

masalah sosial yang dikeluhkan masyarakat, seperti praktik kawin kontrak dan 

prostitusi yang disamarkan se.bagai wisata. Be.be .rapa pe .ne.litian me.nganggap kawin 

kontrak se .bagai be .ntuk prostitusi te.rse .lubung kare .na tidak me.me .nuhi syarat dan 

rukun nikah, baik me .nurut hukum agama maupun pe .raturan yang be .rlaku. 

Faktanya unsur pe .nyimpangan yang se .dang te .rjadi te.rse .but bukan lagi rahasia 

namun sudah me .njadi konsumsi publik. Pihak aparat se .be .narnya sudah be .be .rapa kali 
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me .lakukan ope .rasi atas laporan adanya tindak pidana prostitusi be.rke .dok wisata di 

kawasan Cisarua Bogor, namun nihilnya tidak be .rhasil me.njaring para pe.laku yang 

andil dalam sindikat te.rse .but. Ada ke .mungkinan jaringan sindikat yang kuat 

te.rhadap prostitusi be.rke .dok kawin kontrak te .rse .but, se .hingga bila ada ope .rasi 

infomasi se.lalu bocor dilapangan dan pada akhirnya pihak aparat hanya pulang 

de.ngan tangan kosong. Maka dari itu,walaupun te.lah ada be .be .rapa yang me .ngkaji 

se .be .lumnya te.rhadap kawin kontrak dan prostitusi be.rke .dok “halal” te.rse.but pe .nting 

untuk dikaji ke .mbali, baik itu guna me .nge .tahui kondisi te.rkini atau untuk me .nggali 

le.bih dalam hal yang be .lum te.rungkap dalam pe.nlitian se.be .lumnya.  

Praktik kawin kontrak se.cara substantif be.rte.ntangan de.ngan ke .te .ntuan hukum 

pe .rkawinan yang be.rlaku di Indone.sia. Hal ini tidak se.jalan de.ngan Undang-undang 

Nomor 1 Tahun 1974 yang me .nsyaratkan pe.ncatatan se.tiap pe.rkawinan, se .bagaimana 

diatur dalam Pasal 2 Ayat (2). Ole.h kare.na itu, kawin kontrak dapat dikate .gorikan 

se .bagai pe .langgaran te.rhadap hukum pe .rkawinan yang ada. Di sisi lain, me .skipun 

KUHP tidak se.cara e.ksplisit me.ngatur sanksi bagi pe .laku prostitusi, pe.nye .dia fasilitas 

pe .lacuran dapat dike.nakan sanksi be .rdasarkan Pasal 296, se .me .ntara pihak mucikari 

yang me .raup ke .untungan dari aktivitas te .rse .but dapat dipidana se.suai Pasal 506. 

De .ngan adanya mucikari dalam suatu prostitusi te.rutama prostitusi kawin 

kontrak maka tidak me.nutup ke .mungkinan te.rjadinya paksaan dalam prostitusi 

te.rse .but. Paksaan te .rse .but lah yang me .njadikan suatu prostitusi kawin kontrak bisa 

dikatakan se .bagai tindak pidana pe.rdagangan orang.  

Be.rdasarkan latar be .lakang yang te .lah uraikan maka te .rdapat rumusan masalah 

dalam be.ntuk pe .rtanyaan yaitu: 

1. Bagaimana pe.rlindungan hukum bagi para korban Tindak Pidana 

Pe .rdagangan orang be .rmodus ope .randi kawin kontrak di Cisarua 

Kabupate.n Bogor? 

2. Bagaimana pe.ne .gakan hukum te .rhadap pe.laku prostitusi be.rke .dok 

kawin kontrak di Cisarua Bogor?  
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METODE PENELITIAN (PALATINO LINOTYPE., 12, BOLD, SPASI 1.5) 

Me .todologi Pe.ne .litian ini be.rsifat Kualitatif, spe.sifikasi dalam pe.nilitian ini 

adalah de.skriptif analisis, yaitu pe.ne.litian yang me.nde.skripsikan se .cara te .rpe.rinci 

fe .nome.na sosial yang me.njadi pokok pe .rmasalahan. Pe.ne.litian de.skriptif 

dimaksudkan guna me .mbe .rikan data yang se .te .liti mungkin te.ntang ke.adaan, korban 

atau ge .jala lainnya. 

Pe .ne .litian ini me.nggunakan pe .nde .katan yang be .rsifat yuridis normatif. 

Pe .ne .litian normatif diambil se.bagai pe.nde.katan utama dalam pe.ne .litian ini 

dikare.nakan yang me .njadi pe .hatian utama me .rupakan ke .te .ntuan pe .rundang-

undangan yang me .ngatur te .rhadap pe .laku tindak pidana pe.rdagangan orang de .ngan 

modus kawin kontrak di Cisarua Kabupate .n Bogor. 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang 

Dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 21 Tahun 2007, Te.ntang Pe .mbe .rantasan Tindak 

Pidana Pe .rdagangan Orang/UUPTPPO Pe .rdagangan Orang adalah tindakan 

pe .re.krutan, pe .ngangkutan, pe .nampungan, pe .ngiriman, pe.mindahan, atau 

pe .ne .rimaan se.se .orang de .ngan ancaman ke .ke .rasan, pe .nggunaan ke .ke .rasan, 

pe .nculikan, pe .nye .kapan, pe .malsuan, pe .nipuan, pe.nyalahgunaan ke .kuasaan atau 

posisi re.ntan, pe .nje.ratan utang atau me .mbe .ri bayaran atau manfaat, se .hingga 

me .mpe .role.h pe .rse .tujuan dari orang yang me .me .gang ke .ndali atas orang lain te.rse .but, 

baik yang dilakukan di dalam ne.gara maupun antar ne.gara, untuk tujuan e .ksploitasi 

atau me.ngakibatkan orang te .re.ksploitasi.  

Dalam UUPTPPO, Tindak Pidana Pe .rdagangan Orang (TPPO) dipahami se .bagai 

se .tiap tindakan atau se.rangkaian tindakan yang me.me .nuhi unsurunsur tindak 

pidana yang dite.ntukan dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 2 UUPTPPO). 

Tindakan-tindakan yang dise.but TPPO dikonstruksi dan dijabarkan se .bagai be.rikut: 
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1. Me .masukkan orang ke . wilayah ne .gara Re .publik Indone.sia de.ngan maksud 

untuk die.ksploitasi di wilayah Ne .gara Re .publik Indone.sia atau 

die.ksploitasi di ne.gara lain; 

2. Pe .nyalahgunaan ke .kuasaan me .ngakibatkan te.rjadinya TPPO; 

3. Be.rusaha me .ngge .rakkan orang lain supaya me .lakukan TPPO, dan tindak 

pidana itu tidak te.rjadi; 

4. Me .mbantu atau me.lakukan pe .rcobaan untuk me .lakukan TPPO; 

5. Me .lakukan pe.re .krutan, pe.ngangkutan, pe.nampungan, pe .ngiriman, 

pe .mindahan, atau pe .ne.rimaan se .se .orang de.ngan ancaman ke .ke .rasan, 

pe .nggunaan ke .ke .rasan, pe .nculikan, pe .nye .kapan, pe .malsuan, pe.nipuan, 

pe .nyalahgunaan ke .kuasaan atau posisi re.ntan, pe.nje .ratan utang atau 

me .mbe .ri bayaran atau manfaat, se.hingga me .mpe .role.h pe.rse .tujuan dari 

orang yang me .me .gang ke .ndali atas orang lain te.rse .but, baik yang 

dilakukan di dalam ne.gara maupun antar ne.gara, untuk tujuan e.ksploitasi 

atau me.ngakibatkan orang te .re.ksploitasi;  

6. Me .mbawa warga ne .gara Indone .sia ke . luar wilayah Ne .gara Re .publik 

Indone.sia de.ngan maksud untuk di-e .ksploitasi di luar wilayah ne.gara 

Re .publik Indone.sia; 

7. Me .lakukan pe .ngangkatan anak de .ngan me .njanjikan se .suatu atau 

me .mbe .rikan se.suatu de .ngan maksud untuk die.ksploitasi; 

8. Me .lakukan pe.ngiriman anak ke. dalam atau ke. luar ne.ge .ri de.ngan cara apa 

pun yang me .ngakibatkan anak te .rse .but te.re .ksploitasi; 

9. Me .re.ncanakan atau me.lakukan pe .rmufakatan jahat untuk me.lakukan 

TPPO; 

10. Me .nggunakan atau me .manfaatkan korban TPPO de .ngan cara me .lakukan 

pe .rse .tubuhan atau pe .rbuatan cabul lainnya de.ngan korban TPPO, 
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me .mpe .ke .rjakan korban TPPO untuk me .ne.ruskan praktik e .ksploitasi, atau 

me .ngambil ke.untungan dari hasil TPPO; 

11. Me .mbe.rikan atau me.masukkan ke .te .rangan palsu pada dokume .n ne .gara 

atau dokume.n lain atau me.malsukan dokume .n ne.gara atau dokume .n lain, 

untuk me .mpe .rmudah te.rjadinya TPPO; 

12. Me .mbe.rikan ke .saksian palsu, me .nyampaikan alat bukti palsu atau barang 

bukti palsu, atau me.mpe .ngaruhi saksi se .cara me.lawan hukum di sidang 

pe .ngadilan TPPO; 

13. Me .lakukan pe.nye .rangan fisik te.rhadap saksi atau pe.tugas di pe.rsidangan 

dalam pe.rkara TPPO; 

14. se .ngaja me .nce .gah, me .rintangi, atau me .nggagalkan se .cara langsung atau 

tidak langsung pe .nyidikan, pe.nuntutan, dan pe.me .riksaan di sidang 

pe .ngadilan te.rhadap te.rsangka, te .rdakwa, atau saksi dalam pe .rkara TPPO; 

15. Me .mbantu pe.larian pe.laku TPPO dari prose .s pe .radilan pidana; 

16. Me .mbe.ritahukan ide.ntitas saksi atau korban padahal ke.padanya te.lah 

dibe.ritahukan bahwa ide.ntitas saksi atau korban te .rse .but harus 

dirahasiakan. 

Pe .laku dalam konte.ks hukum pidana dipahami se.bagai pihak atau subje .k 

hukum yang me .lakukan suatu tindak pidana. UU TPPO me.nje .laskan pe.laku TPPO 

dapat dibagi me.njadi 4 ke .lompok, yaitu: Pertama, individu, yang dide.finisikan 

se .bagai se .tiap orang yang be.rtindak se.ndiri atau be.rsama-sama, baik se .cara langsung 

maupun tidak langsung, dalam me.lakukan tindak pidana pe .rdagangan orang (TPPO) 

(Pasal 1 angka 4 UUPTPPO). Kedua, ke .lompok te.rorganisasi, yaitu ke .lompok yang 

te.rstruktur dan te.rdiri dari tiga orang atau le .bih, yang ada untuk jangka waktu 

te.rte.ntu de.ngan tujuan me.lakukan satu atau le.bih TPPO untuk me.mpe .role.h 

ke .untungan mate .riil atau finansial, baik se .cara langsung maupun tidak langsung 

(Pe .nje .lasan Pasal 16 UUPTPPO). Ketiga, korporasi, yang me .rupakan kumpulan orang 

dan/atau ase .t yang te .rorganisir, baik dalam be .ntuk badan hukum maupun bukan, 
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yang te .rlibat dalam TPPO (Pasal 1 angka 6 UUPTPPO). Keempat, pe.nye .le.nggara 

ne .gara, yang dalam konte .ks UUPTPPO me .ncakup pe .jabat pe .me .rintah, anggota TNI, 

anggota Polri, aparat ke.amanan, pe .ne .gak hukum, atau pe .jabat publik yang 

me .nyalahgunakan we .we .nangnya untuk me .lakukan atau me .mpe .rmudah TPPO, baik 

de.ngan cara yang tidak se .suai de .ngan tujuan pe .mbe .rian ke .kuasaan maupun tidak 

me .matuhi ke.te.ntuan pe .raturan (Pe.nje.lasan Pasal 8 ayat (1) UUPTPPO). 

De .finisi korban dalam hal ini adalah se .se .orang yang me .ngalami pe .nde.ritaan 

psikis, me .ntal, fisik, se .ksual, e .konomi dan atau sosial yang diakibatkan tindak pidana 

pe .rdagangan orang. Pe .nge .rtian e.ksploitasi adalah tindakan de.ngan atau tanpa 

pe .rse .tujuan korban yang me .liputi te.tapi tidak te.rbatas pada pe .lacuran, ke .rja atau 

pe .layanan paksa, pe.rbudakan atau prakte.k se .rupa pe.rbudakan, pe .nindasan, 

pe .me .rasan, pe .manfaatan fisik, se.ksual, organ re.produksi atau se .cara me .lawan 

hukum me .mindahkan atau me.ntransplantasi organ dan atau jaringan tubuh atau 

me .manfaatkan te.naga atau ke .mampuan se .se .orang ole .h pihak lain untuk 

me .ndapatkan ke.untungan baik mate.riil maupun immate .rial. Se.dangkan e.ksploitasi 

se .ksual me .rupakan se .gala be .ntuk pe .manfaatan organ tubuh se .ksual atau organ tubuh 

lain dari korban untuk me .ndapatkan ke .untungan, te .rmasuk te .tapi tidak te .rbatas pada 

se .mua ke .giatan pe .lacuran dan pe.ncabulan.1 

Adapun UU PTPPO me.ngatur pe .rlindungan dasar bagi korban, se.lain itu 

undang- undang ini juga me .mbe .rikan pe .rhatian te.rhadap pe .nde.ritaan korban se .bagai 

akibat tindak pidana pe.rdagangan orang be .rupa ganti ke .rugian (re .stitusi) bagi korban 

dan me.ngatur re.habilitasi me.dis dan sosial, pe.mulangan se.rta re.inte.grasi yang harus 

dilakukan ne.gara khususnya bagi korban yang me .ngalami pe .nde.ritaan fisik, psikis, 

dan sosial akibat tindak pidana pe.rdagangan orang.2 

Modus ope.randi tindak pidana pe.rdagangan orang atau trafficking yang se .ring 

te.rjadi adalah :  

 
1 Tri Wahyu Widiastuti, “Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking),” Wacana Hukum 
9, no. 1 (2010): 107–120. 
2 Farhana, Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia, 1st ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010). 
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1. me .re.krut calon pe.ke .rja wanita usia 16-25 tahun.  

2. dijanjikan be.ke .rja di re .storan, salon ke .cantikan, karyawan hote.l, pabrik 

de.ngan gaji tinggi.  

3. ide.ntitas dipalsukan.  

4. biaya administrasi, transportasi dan akomodasi ditipu ole.h pihak age .n.  

5. tanpa ada calling visa atau working pe .rmit atau me.nggunakan visa 

kunjungan singkat.  

6. putusnya jaringan.  

7. korban dijual, dise.kap dan dipe.ke .rjakan se .bagai PSK. 

Pengertian Kawin Kontrak 

Kawin kontrak adalah praktik pe .rnikahan yang dilakukan untuk jangka waktu 

te.rte.ntu, di mana individu dapat me .njalin ikatan tanpa me .me.nuhi syarat-syarat 

hukum dan agama yang lazim. Dalam banyak kasus, kawin kontrak dilakukan 

se .bagai solusi bagi me.re .ka yang ingin me .njalin hubungan tanpa komitme.n jangka 

panjang, se .ring kali de.ngan tujuan e .konomi atau untuk me.me .nuhi ke .butuhan 

te.rte.ntu. Me .skipun te .rlihat se .bagai pilihan yang fle.ksibe .l, praktik ini dapat 

me .nimbulkan be .rbagai masalah hukum dan sosial, te .rutama bagi pe .re .mpuan dan 

anak yang se .ring me .njadi korban e.ksploitasi.3 

Salah satu isu utama yang te .rkait de.ngan kawin kontrak adalah pe .langgaran 

te.rhadap tindak pidana pe.rdagangan orang. Praktik ini se.ring kali me.ngarah pada 

e .ksploitasi, di mana individu, te.rutama pe .re.mpuan, dipe.rlakukan se .bagai komoditas. 

Dalam banyak situasi, me .re.ka tidak me .miliki kontrol atas ke.putusan yang diambil 

dan dapat te.rje .bak dalam hubungan yang me.rugikan. Hal ini me.nciptakan 

ke .tidakadilan struktural di mana pihak yang le .bih kuat, se .ring kali laki-laki, 

 
3 D. Hapsari, “Kawin Kontrak Dan Implikasinya Terhadap Hak Perempuan,” Jurnal Hukum & Pembangunan 4, 
no. 2 (2020): 45–60. 
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me .manfaatkan posisi me.re.ka untuk me .ndapatkan ke.untungan dari pihak yang le.bih 

re.ntan.4  

Dari pe .rspe .ktif hukum, kawin kontrak se .ring kali dianggap se .bagai pe .langgaran 

te.rhadap undang-undang pe .rkawinan yang be .rlaku, se .pe .rti Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 1974 te.ntang Pe.rkawinan di Indone.sia. Undang-undang ini me.ne .tapkan 

bahwa se .tiap pe .rkawinan harus dicatat dan me.me .nuhi syarat te.rte.ntu, te.rmasuk 

ke .je .lasan ide.ntitas dan niat baik dari ke .dua be.lah pihak. De.ngan tidak me .me.nuhi 

ke .te.ntuan ini, kawin kontrak dapat dipandang se.bagai be .ntuk pe .nipuan dan 

me .ngabaikan le.gitimasi institusi pe.rnikahan itu se .ndiri.5 

Praktik kawin kontrak juga dapat me .miliki dampak sosial yang signifikan. 

Korban dari praktik ini se .ring kali me.nghadapi stigma dan isolasi sosial, yang dapat 

me .ngakibatkan masalah ke .se .hatan me .ntal dan e.mosional. Ke.tidakpastian me .nge .nai 

status hukum dan pe .rlindungan yang me .re .ka te .rima dapat me.mpe .rburuk situasi 

me .re.ka, se .hingga sulit untuk me.mbangun ke .mbali ke .hidupan yang stabil dan aman. 

Ini me.nciptakan siklus ke .tidakbe .rdayaan yang sulit diputus, yang me .rugikan 

individu dan masyarakat se .cara ke.se .luruhan.6 

Kawin Kontrak Di Cisarua Bogor 

Banyaknya fasilitas se.pe .rti villa dan re.staurant Timur Te.ngah di Puncak, 

te.rse .dianya pe.layanan jasa bagi para wisatawan Timur Te.ngah juga me .njadi daya 

tarik te.rse .ndiri bagi orang-orang Arab untuk datang ke. kawasan Puncak khusunya 

Kampung Arab. Pe .layanan jasa yang te.rse .dia me.liputi; sawag atau pe .mandu, drive.r 

taksi, drive.r oje.k, che.f, pe.nye .dia villa, dan se.curity. Para pe.nye .dia jasa ini le.bih 

se .nang de .ngan se .butan-se .butan asing te .rse .but , me .re.ka me .nganggap itu le .bih ke .re.n 

untuk dide.ngar. Me.re.ka se .mua te .rgabung dalam komunitasnya masing-masing, di 

mana komunitas me.re .ka se .mua be .rada dalam naungan Komunitas Pe .ngge .rak 

 
4 R. Sari, “Eksploitasi Perempuan Dalam Praktik Kawin Kontrak,” Jurnal Perempuan 10, no. 1 (2021): 25–39. 
5 S. Widodo, “Perlindungan Hukum Terhadap Praktik Kawin Kontrak Di Indonesia,” Jurnal Hukum 15, no. 3 
(2019): 123–138. 
6 A. Ningsih, “Dampak Sosial Kawin Kontrak Terhadap Kesehatan Mental,” Jurnal Psikologi 8, no. 2 (2020): 77–
90. 
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Pariwisata (kompe.par). Para pe .ke .rja pariwisata ini me.rupakan warga asli yang 

tinggal di kawasan Puncak. Me.re .ka se .lalu siap untuk me.layani para tamu Timur 

Te .ngah yang be.rada di kawasan Puncak, te.rmasuk dalam jasa me.nye .diakan hiburan 

malam hingga hiburan se.ksual.7  

Se.iring de.ngan me.ningkatnya jumlah wisatawan asal Timur Te.ngah yang 

be .rkunjung ke . kawasan Puncak, istilah "kawin kontrak" mulai dike .nal pada tahun 

1987. Praktik ini muncul dari adanya individu dari Timur Te.ngah yang me .lakukan 

kawin kontrak atau nikah mut’ah de.ngan wanita lokal. Kawin kontrak atau nikah 

mut’ah me.rupakan be .ntuk pe .rkawinan yang be .rlangsung untuk jangka waktu 

te.rte.ntu atau be .rsifat se .me .ntara, di mana se .te .lah pe.riode. te .rse .but be .rakhir, hubungan 

pe .rnikahan juga be .rakhir. 

Kawin kontrak yang sudah ada se .jak  tahun 1987 ini se .mpat me .njadi sangat 

te.rke .nal hingga Mancane.gara khususnya ke . Ne .gara-Ne .gara Timur Te.ngah. Dulu 

wanita yang me.lakukan kawin kontrak adalah gadis-gadis se .te.mpat yang biasanya 

dipaksa ole.h ke.luarga me .re.ka untuk me.nikah de.ngan orang Arab de.ngan alasan 

ke .butuhan e .konomi. Lain halnya de.ngan se .karang, se .karang wanita yang me .lakukan 

kawin kontrak bukanlah gadis-gadis se .te.mpat, me .lainkan adalah wanita-wanita tuna 

susila yang se .ring me .njajakan diri me.re.ka pada turis Arab di kawasan Puncak.  

Pe .laksanaan kawin kontrak tidak me.lalui lamaran, me.re.ka langsung 

me .laksanakan akad atau ijab qabul di ke.diaman pe.re.mpuan atau te.mpat lainnya 

de.ngan wali,saksi-saksi, dan amil (pe .mbantu pe .nghulu) yang se .muanya “palsu”. 

Biasanya yang me.njadi pe.nghulu, wali, dan saksi hanyalah pura-pura saja, namun 

orang Arab te .rse.but juga tidak me .nye .lidiki atau me .nanyakan ke .be .naran hal te.rse .but. 

Me .ski tidak me.lalui prose.s lamaran, tapi te.tap me .nggunakan mahar yang biasanya 

se .jumlah uang tunai.Tidak ada re.se .psi pe.rnikahan dalam pe .laksanaan kawin 

 
7 Siti Sarah Maripah, “Fenomena Kawin Kontrak Di Kawasan Puncak Bogor,” Jurnal Pendidikan Sosiologi 6, no. 2 
(2016). 
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kontrak.8 Se.te.lah akad nikah se.le.sai, pe .re.mpuan te .rse.but dibawa ke . vila di wilayah 

Cisarua Puncak, te.mpat di mana pria Arab itu me.nye .wanya. Lokasi pe .rnikahan dapat 

be .rada di dae.rah asal pe .re .mpuan, namun tidak harus di rumah; te.rkadang, 

pe .rnikahan be.rlangsung di rumah makan. Praktik pe .rnikahan palsu ini juga se .ring 

dilakukan di lokasi lain, se .pe.rti Jakarta atau Cisarua, te.rgantung pada pe .rmintaan 

pihak laki-laki Arab. Biasanya, pe.re .mpuan akan diantar ole.h pihak pe .nghubung ke . 

te.mpat yang te .lah dise .pakati, le.ngkap de.ngan wali, saksi, dan amil. 

Dalam praktik kawin kontrak, pihak laki-laki tidak diwajibkan untuk 

me .mbe .rikan uang be.lanja ke .pada pe.re.mpuan, me .lainkan hanya me.mbe .rikan uang 

ke .se .pakatan yang dijadikan se .bagai mahar saat pe .rnikahan. Jika lahir anak dari kawin 

kontrak antara pe.re .mpuan lokal dan laki-laki Arab, anak te.rse .but biasanya 

dibe.sarkan ole .h ibunya dan te.tap me .ndapatkan nafkah dari ayah biologisnya, yaitu 

laki-laki Arab yang pe.rnah me.mbawanya ke . vila. Umumnya, se.te.lah me.nge .tahui 

bahwa pe .re .mpuan te.rse .but hamil dan me.miliki anak, laki-laki Arab akan 

me .ngirimkan uang bulanan, me .skipun me .re .ka te .lah ke .mbali ke. ne .gara asal. Namun, 

te.rdapat juga kasus di mana laki-laki Arab me.nikahi pe.re.mpuan dari Sukabumi, dan 

pe .rkawinan te.rse .but be .rlanjut. Me.skipun laki-laki Arab te.rse .but te.lah pulang, dia 

se .se .kali me.ngunjungi Sukabumi untuk me.ne .mui ke.luarganya atau me .ngajak 

pe .re.mpuan itu ke . vila di Cisarua Puncak. Dia juga me .ngirimkan uang se .tiap bulan, 

me .skipun jumlahnya tidak signifikan. 9 

Motiv adanya kawin kontrak yakni, te .rdapat be.be .rapa faktor pe.nye .bab kawin 

kontrak adalah kare.na re.ndahnya pe .ndidikan, pe.mahaman ajaran agama Islam yang 

salah, faktor ke.butuhan biologis (se.ksualitas), dampak industrialisasi, kondisi sosial 

masyarakat yang individualis, se .rta budaya matre .alisme. yang me .mandang 

ke .se .jahte .raan hanya dari mate.ri atau uang. Kawin kontrak di ne.gara lain, misalnya di 

Me .sir se .bagaimana digambarkan ole.h E .l-Fe .ki (2013), de .ngan je .las me .mpe .rlihatkan 

 
8 M. Wahab, A. J., Kustini, K., & Ali, “PROSTITUSI, FENOMENA KAWIN KONTRAK DAN ‘DAWAR’ DI KAWASAN 
PUNCAK BOGOR,” AL QALAM 3, no. 1 (2018): 127–152. 
9 Ibid. 
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bahwa motivasi pe.re .mpuan Me.sir kawin kontrak de.ngan laki-laki dari ne.gara Te.luk 

adalah kare.na me .re.ka hidup dalam ke.miskinan. 

Faktor lain yang me .mpe.ngaruhi maraknya pe .rdagangan orang de.ngan modus 

kawin kontrak yakni banyak  se .kali yang be .rpe .ran se .bagai mucikari me .ngiming-

imingi se.jumlah uang dan se .te .lah para wanita ini te.rje.rumus me .njadikan kawin 

kontrak ini be.rupa prostitusi be.rke .dok “halal”. Tidak se .dikit para korban yang di 

iming-imingi te.rse .but diancam dan dilakukan se.olah-olah budak yang dipe.rjual 

be .likan.  Adanya se .jumlah ancaman dan dipe.rlakukan se .olah-olah dipe.rjual be .likan 

me .njadikan para wanita ini se.bagai korban pe.rdagangan manusia. Karna dilihat dari 

motif awal mucikari me.ngiming-imingi se .jumlah uang dan pe.ke .rjaan yang layak. 

Pada faktanya para korban wanita te.rse .but dipe.rjual be.likan dan dipe.rdagangkan. 

Bila dilihat dari sisi hukum sudah je .las bahwa hal te.rse .but me .rupakan tindak pidana 

pe .rdagangan orang atau TPPO. 

Para pe .re .mpuan yang te .rlibat dalam kawin kontrak se .ringkali me.rasakan 

manfaat e.konomi, se .pe .rti ke.pastian nafkah bulanan atau jumlah mahar yang 

signifikan. Namun, banyak kompone .n dalam kontrak kawin kontrak yang justru 

me .rugikan pe .re.mpuan. Be .be .rapa ke .te.ntuan yang me .rugikan te .rse .but antara lain 

larangan untuk me .ngunjungi orang tua dan ke .luarga tanpa izin suami kontrak, 

larangan untuk pe .rgi se.ndiri, larangan me .nggunakan riasan, se .rta larangan untuk 

hamil—jika pun hamil, hanya anak laki-laki yang diakui, se .dangkan anak pe .re .mpuan 

tidak. Se.lain itu, pe.re.mpuan dilarang untuk me .nanyakan ke .hidupan atau pe .ke .rjaan 

suami kontrak, se.rta tidak dipe.rbole.hkan me .minta tambahan uang kontrak, apa pun 

alasannya. Dalam pandangan pe .re .mpuan yang te .rlibat, ke .te.ntuan-ke .te.ntuan te .rse .but 

bukanlah masalah be.sar, kare .na me .re.ka be .ranggapan bahwa larangan-larangan 

te.rse .but be .rsifat se .me .ntara dan akan be .rakhir ke .tika masa kontrak pe .rnikahan 

me .re.ka se .le .sai.  
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Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Modus Operandi 

Kawin Kontrak di Cisarua Bogor 

Tindak pidana pe.rdagangan orang (TPPO) de .ngan modus kawin kontrak te .lah 

me .njadi isu yang se.makin se .rius di Indone.sia, te.rutama di dae.rah-dae.rah wisata 

se .pe .rti Cisarua, Kabupate.n Bogor. Praktik ini tidak hanya me .rugikan pe .re.mpuan 

yang te .rlibat, te.tapi juga me .langgar hak asasi manusia se .cara me .ndasar. Pe .ne .gakan 

hukum yang e .fe .ktif sangat pe .nting untuk me .nangani masalah ini, me .ngingat 

banyaknya pe .re .mpuan yang te .rje .bak dalam situasi e.ksploitasi di balik janji 

pe .rnikahan yang tidak be .rmakna. 

Dalam konte.ks hukum, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 te.ntang Tindak 

Pidana Pe.rdagangan Orang me .mbe .rikan de.finisi yang je .las me.nge .nai TPPO. 

Me .nurut Pasal 1, TPPO me.ncakup be .rbagai tindakan, se.pe .rti pe.re.krutan, 

pe .ngangkutan, pe .nampungan, atau pe .ne .rimaan orang de.ngan tujuan e .ksploitasi. 

Dalam banyak kasus kawin kontrak, pe .re.mpuan lokal se .ring kali dijanjikan 

pe .rnikahan yang se .be .narnya hanya be .rujung pada e .ksploitasi se .ksual atau e .konomi. 

Hal ini me.nunjukkan bahwa praktik te.rse .but tidak hanya be .rsifat ile.gal, te.tapi juga 

me .rupakan pe .langgaran hak asasi manusia. 10 

Praktik kawin kontrak biasanya ditandai de.ngan se .jumlah syarat dan larangan 

yang me .rugikan pe.re .mpuan. Misalnya, pe.re .mpuan se .ring dilarang untuk 

be .rinte.raksi de .ngan ke .luarga, tidak bole.h hamil, dan te.rikat ole.h ke .te.ntuan lain yang 

me .rugikan. 11 Ke.te.ntuan-ke .te.ntuan ini me .mbuat pe.re .mpuan ke .hilangan kontrol atas 

hidup me.re .ka se .ndiri, me.nciptakan situasi di mana me.re .ka tidak dapat me.lindungi 

diri dari e .ksploitasi le.bih lanjut. Ole.h kare .na itu, pe .mahaman te.ntang TPPO harus 

disosialisasikan di kalangan masyarakat agar me.re .ka le.bih sadar akan bahaya ini. 

Salah satu tantangan utama dalam pe .ne.gakan hukum te .rhadap TPPO adalah 

re.ndahnya ke .sadaran hukum di kalangan masyarakat. Banyak pe .re .mpuan yang tidak 

 
10 Widodo, “Perlindungan Hukum Terhadap Praktik Kawin Kontrak Di Indonesia.” 
11 D. Suwartini, “Kawin Kontrak Dan Implikasinya Terhadap Hak Perempuan,” Jurnal Hukum dan Pembangunan 
(2007). 
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me .nyadari bahwa me .re.ka adalah korban TPPO dan me .nganggap kawin kontrak 

se .bagai praktik yang wajar. Stigma sosial dan rasa takut me .lapor me.njadi pe.nghalang 

yang signifikan bagi korban untuk me .ncari ke.adilan. Dalam konte.ks ini, sosialisasi 

yang me .nye .luruh me.nge .nai hak-hak hukum dan konse.kue .nsi dari kawin kontrak 

me .njadi sangat pe.nting.12 

Aparat pe.ne.gak hukum, te .rmasuk ke .polisian dan ke.jaksaan, harus dile.ngkapi 

de.ngan pe .nge .tahuan dan ke .te.rampilan yang me .madai untuk me .nangani kasus-kasus 

TPPO. Pe .latihan khusus me .nge .nai ide .ntifikasi dan pe.nanganan korban TPPO pe .rlu 

dibe.rikan agar pe .ne.gakan hukum le .bih e.fe .ktif. Se.lain itu, ke.rja sama antara be .rbagai 

le.mbaga, te .rmasuk pe .me .rintah dae.rah dan organisasi non-pe .me.rintah, juga sangat 

pe .nting dalam me.nangani kasus ini se .cara kompre.he .nsif.13 

Pe .rlunya dukungan hukum bagi korban TPPO me .njadi sangat krusial dalam 

pe .ne .gakan hukum. Layanan hukum gratis bagi korban dapat me.mbe .rikan rasa aman 

dan me .mudahkan me .re.ka untuk me .laporkan tindakan yang dialami. Se .lain itu, 

dukungan psikologis juga dipe.rlukan untuk me.mbantu korban pulih dari trauma 

yang dialami. Program re.habilitasi dan re.inte.grasi ke. masyarakat harus dipe.rkuat 

untuk me .mastikan bahwa korban tidak ke .mbali te.rje.bak dalam situasi yang sama.14 

Pe .ndidikan masyarakat te.ntang risiko kawin kontrak sangat pe.nting untuk 

me .nce.gah te.rjadinya TPPO. Kampanye . ke .sadaran publik dapat me .mbantu 

masyarakat me .mahami bahaya dari kawin kontrak dan me.nge .nali tanda-tanda TPPO. 

Masyarakat pe .rlu diajari cara me.lindungi diri dan orang-orang di se.kitarnya dari 

praktik-praktik yang me.rugikan.15 Me .lalui e.dukasi yang te .pat, diharapkan 

masyarakat akan le .bih waspada te.rhadap risiko yang mungkin dihadapi. 

Ke.rja sama inte .rnasional juga me .njadi kunci dalam pe.ne .gakan hukum te .rhadap 

TPPO. De .ngan be .rkolaborasi de.ngan ne .gara-ne .gara asal pe .laku, informasi te.ntang 

 
12 Hapsari, “Kawin Kontrak Dan Implikasinya Terhadap Hak Perempuan.” 
13 Sari, “Eksploitasi Perempuan Dalam Praktik Kawin Kontrak.” 
14 A. Kusuma, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia,” Jurnal Hukum (2020). 
15 L. Aminah, “Strategi Penegakan Hukum Dan Pendidikan Hukum Untuk Mencegah Kawin Kontrak,” Jurnal 
Pendidikan Hukum (2022). 
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jaringan pe.rdagangan orang dapat dibagikan. Ne.gara-ne .gara yang te.rlibat dalam 

praktik kawin kontrak pe.rlu be .rkolaborasi untuk me .nciptakan tindakan hukum yang 

e .fe.ktif dan saling me.ndukung dalam pe .mbe .rantasan TPPO.16 Ke .rja sama ini dapat 

me .mpe .rkuat upaya nasional dalam pe.nanganan TPPO. 

Pe .rlindungan korban dalam hukum sangat pe .nting dan se.suai de .ngan UU No. 

21/2007, yang me .ngharuskan pe .nye .diaan re.habilitasi dan re.inte.grasi bagi korban 

TPPO. Prose .s ini me.mbantu korban ke .mbali ke. masyarakat de.ngan dukungan yang 

dipe.rlukan, te.rmasuk pe .ndidikan dan pe .latihan ke.te .rampilan. De .ngan de .mikian, 

korban dapat hidup mandiri dan tidak te .rje.bak ke .mbali dalam jaringan pe.rdagangan 

orang. 

Ke.te .rse .diaan data yang akurat te .ntang kasus-kasus TPPO sangat pe .nting untuk 

pe .ne .gakan hukum. Pe .ne .litian dan surve.i yang dilakukan se .cara rutin me.mbe .rikan 

gambaran je .las te .ntang tre.n dan pola pe .rdagangan orang. Data ini me .njadi acuan 

dalam me.rumuskan ke .bijakan yang le.bih e .fe .ktif dan dalam me .nde.sain program-

program pe.nce .gahan.17 Ole.h kare .na itu, pe.ngumpulan dan analisis data pe .rlu 

dilakukan se .cara siste.matis. 

Pe .nggunaan te .knologi juga dapat me.njadi alat yang e.fe .ktif dalam pe.ne .gakan 

hukum te .rhadap TPPO. Platform digital dapat digunakan untuk me .laporkan kasus-

kasus TPPO se .cara anonim, se.hingga korban me.rasa le.bih aman untuk me.lapor tanpa 

takut akan re .pe .rkusi. Te .knologi juga dapat me.mbantu dalam kampanye . pe .nyuluhan 

dan e.dukasi te .ntang risiko kawin kontrak.18 Inovasi ini dapat me.njadi solusi dalam 

me .mpe .rluas jangkauan dan e.fe .ktivitas pe .nyuluhan. 

Pe .ran organisasi masyarakat sipil sangat signifikan dalam pe .ne.gakan hukum 

te.rhadap TPPO. Me .re.ka dapat me .mbe .rikan dukungan ke .pada korban, me .lakukan 

advokasi, dan me.mbantu dalam e.dukasi masyarakat. Me .lalui ke.rja sama de.ngan 

le.mbaga pe .me .rintah, organisasi-organisasi ini dapat me.mpe .rkuat upaya 

 
16 Ningsih, “Dampak Sosial Kawin Kontrak Terhadap Kesehatan Mental.” 
17 Hapsari, “Kawin Kontrak Dan Implikasinya Terhadap Hak Perempuan.” 
18 Suwartini, “Kawin Kontrak Dan Implikasinya Terhadap Hak Perempuan.” 
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pe .mbe .rantasan TPPO.19 Dukungan dari masyarakat sipil juga dapat me.nciptakan 

lingkungan yang le .bih aman bagi pe.re .mpuan. 

Ke.bijakan be .rbasis data sangat pe .nting dalam me .nangani TPPO. Pe .me .rintah 

pe .rlu me.nginve.stasikan sumbe .r daya dalam pe.ne.litian untuk me.mahami pola 

pe .rdagangan orang se.rta faktor-faktor yang me .nye .babkan pe .re .mpuan te.rje.bak dalam 

kawin kontrak. De .ngan pe .mahaman yang le .bih baik, ke .bijakan dapat dirancang 

untuk me .narge .tkan akar pe .rmasalahan dan me.mpe .rkuat langkah-langkah 

pe .nce.gahan.20 Hal ini akan me.nghasilkan strate.gi yang le.bih e .fe.ktif dalam 

me .mbe .rantas TPPO. 

Pe .nde.katan multidisiplin dalam pe.ne .gakan hukum juga dipe .rlukan untuk 

me .ngatasi komple.ksitas TPPO. Hal ini me.libatkan kolaborasi antara be.rbagai se.ktor, 

se .pe .rti ke .se .hatan, pe.ndidikan, dan sosial. De.ngan cara ini, se.mua aspe .k yang 

be .rhubungan de .ngan TPPO dapat ditangani se.cara me.nye .luruh, te .rmasuk 

pe .nce.gahan dan pe .rlindungan bagi korban.21 Pe .nde.katan ini akan me .ningkatkan 

e .fe.ktivitas tindakan yang diambil ole.h pe .me .rintah dan masyarakat. 

Me .ngatasi stigma sosial yang me .nge .lilingi korban TPPO juga pe .nting dalam 

pe .ne .gakan hukum. Masyarakat harus diajari untuk me .mahami bahwa korban adalah 

individu yang me .mbutuhkan dukungan, bukan stigma. E .dukasi masyarakat te.ntang 

hak asasi manusia dan e.mpati te.rhadap korban dapat me.mbantu me.nciptakan 

lingkungan yang le .bih aman bagi pe .re.mpuan.22 De .ngan me .ngurangi stigma, le.bih 

banyak korban akan me .rasa aman untuk me .lapor dan me.ncari bantuan. 

KESIMPULAN (PALATINO LINOTYPE., 12, BOLD, SPASI 1.5) 

1. Pe .rlindungan korban dalam hukum sangat pe .nting dan se.suai de.ngan UU No. 

21/2007, yang me .ngharuskan pe .nye .diaan re.habilitasi dan re.inte.grasi bagi 

korban TPPO. Prose .s ini me.mbantu korban ke .mbali ke. masyarakat de .ngan 

 
19 Kusuma, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia.” 
20 R. Mardiana, “Dampak Sosial Dan Ekonomi Dari Praktik Kawin Kontrak,” Jurnal Sosial (2021). 
21 Aminah, “Strategi Penegakan Hukum Dan Pendidikan Hukum Untuk Mencegah Kawin Kontrak.” 
22 Widodo, “Perlindungan Hukum Terhadap Praktik Kawin Kontrak Di Indonesia.” 
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dukungan yang dipe .rlukan, te.rmasuk pe .ndidikan dan pe.latihan ke.te .rampilan. 

De .ngan de .mikian, korban dapat hidup mandiri dan tidak te.rje.bak ke .mbali 

dalam jaringan pe.rdagangan orang. 

2. Pe .ne .gakan hukum te .rhadap tindak pidana pe .rdagangan orang de.ngan modus 

kawin kontrak me.me .rlukan pe .nde.katan yang holistik dan te.rinte.grasi. 

Dipe .rlukan pe.ningkatan ke.sadaran hukum, dukungan bagi korban, dan 

kolaborasi antar le.mbaga untuk me .nciptakan pe.rubahan yang signifikan. 

Hanya de .ngan cara ini, praktik-praktik yang me .rugikan dapat diminimalisir, 

dan hak-hak pe .re .mpuan dapat dilindungi de .ngan baik, se .hingga me .nciptakan 

masyarakat yang le .bih aman dan adil. 

REFERENSI  

Aminah, L. (2022). Strate.gi pe.ne .gakan hukum dan pe.ndidikan hukum untuk 

me .nce.gah kawin kontrak. Jurnal Pe.ndidikan Hukum. 

Farhana. (2010). Aspe.k hukum pe.rdagangan orang di Indone.sia (1st e.d.). Jakarta: Sinar 

Grafika. 

Hapsari, D. (2020). Kawin kontrak dan implikasinya te.rhadap hak pe.re.mpuan. Jurnal 

Hukum & Pe.mbangunan, 4(2), 45–60. 

Kusuma, A. (2020). Pe .ne .gakan hukum tindak pidana pe.rdagangan orang di 

Indone.sia. Jurnal Hukum. 

Mardiana, R. (2021). Dampak sosial dan e .konomi dari praktik kawin kontrak. Jurnal 

Sosial. 

Maripah, S. S. (2016). Fe.nome .na kawin kontrak di kawasan Puncak Bogor. Jurnal 

Pe.ndidikan Sosiologi, 6(2). 



Karimah Tauhid, Volume 3 Nomor 11 (2024), e-ISSN 2963-590X Ferdiyansyah et al 

 

13000 
 

Ningsih, A. (2020). Dampak sosial kawin kontrak te.rhadap ke .se .hatan me.ntal. Jurnal 

Psikologi, 8(2), 77–90. 

Sari, R. (2021). E.ksploitasi pe.re .mpuan dalam praktik kawin kontrak. Jurnal Pe.re.mpuan, 

10(1), 25–39. 

Suwartini, D. (2007). Kawin kontrak dan implikasinya te.rhadap hak pe .re .mpuan. 

Jurnal Hukum dan Pe.mbangunan. 

Tri Wahyu Widiastuti. (2010). Upaya pe .nce.gahan tindak pidana pe.rdagangan orang 

(trafficking). Wacana Hukum, 9(1), 107–120. 

Wahab, A. J., Kustini, K., & Ali, M. (2018). Prostitusi, fe.nome.na kawin kontrak dan 

‘dawar’ di kawasan Puncak Bogor. AL QALAM, 3(1), 127–152. 

Widodo, S. (2019). Pe.rlindungan hukum te .rhadap praktik kawin kontrak di 

Indone.sia. Jurnal Hukum, 15(3), 123–138. 

Peraturan Undang-Undang 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Te .ntang Tindak Pidana Pe.rdagangan Orang 

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Te.ntang Pe .rkawinan 

 

 


